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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA

SALINAN

Mo, 6/C, 14-B-1979.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT || SURABAYA

NOMDA 2 TAHUN 1978
TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PEMOTONGAN POHON YANG DIKUASAI OLEH

Menimbang

Mangingat

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT |l SURABAYA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I SURABAYA,

Bahwa dalam rangka memelihara pehon-pohon sebagai usaha penghijauln,
kesegaran dan keindahan Kota yang besar juge manfaetrya bagi keszhatan
Warga Kota dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketantuan mangenai
pemeliharaan dan retribusi atas pernberian ijin pematongan/penabangan
pohon-pohon dalam Peraturan Daerah,

1. Undang-Undang Nemor B tahun 1874 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Caerah;

2, Undangundang Momor 16 tahun 1950 temang Pempentukan Daersh
Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Ba-
rat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-Undang Nomaor 2
tahun 1865,

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 1entang Peraturan Umum
retripusi Deerah jo. Undang-Undang Nemer 1 tashun 1861;

4. Peraturan Dgerah Kota Besar Surabays Momor 6 tahun 1555 tentang
Ketartiban Umum;

§. Pergturan Dasrah Kot Besar Surabaya Nomor BB tahun 1955 tentang
pandirizn bengunan-bangunan dalam wilayah Kota Besar Sursbsya.
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Dengan persatujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Sura-

haya.

MEMUTUSKAN

Mengtapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat 1l Surabaya tentang
pemeliharaan dan pemotongan pohon yang di-
kuasti sleh Pamenntah  Kotamadya Qaerah
Tingkat 11 Surabaya,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah

. Permerintah Casvah, ialah Pemerintak Kotamadys Daerah Tingkat |l Surabaya;

b. Kapals Dagrah, ialah Wahkotamadya Kepala Daerah Tingkat 1) Surabaya;

&. Pohon, ialah pohon-pohon yang dilanam, dipelihara, dan dikuasai olsh Pemerintah Dae-
r3h sarta berada di vepi-tepi jalan, halaman-halaman bangunan maupun rfaman-taman yang
merupakan termpat fasilitas umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat 1' Surabaya;

d. ljin, ialah ijin untuk memotong atau menebang dan memiliki kayu dari hesil pemolongan
alau penebangan pohon;

£. Pajabat yang ditunjuk, iafah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daecah Tingkat 11
Surabaya.

Pasal 2

(1i- Da'sm usaha penghijavan dan menambah kesegarzn dan kewndahan kata, Pemerintah
Dagrah menanam dan memelibara pohon-pohen dalam Kotamadya Dasrah Tingkar M
Surabaya;

{2 Tugas penanaman dan pemelihaiaan pohon-pehon dimaksud pada ayvat {1) pasal im,
dilakukan oleh pejabat vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

aad 1
KETENTUAN PERIJINAN
Pazal 3

Tanpa ijin terlebibh dabulu dari Kepala Daerah, dilarang untuk mematong atas mene-
bang pohan-pohon sebagaimanas dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Dagrah ini, kecuali da-
lamm kgadaan terpaksa yang mengharuskan pohon 1erssbul segera dipotong atau ditebang
kareta mengganggu atau memgshayakan keacaan sekitarnya,

3

Pasal &

t1) Bagi meraka yang akan memotong atau menebang pohon-pohan sebagaimana dimsk-
sud dalam pasal 2 Peraturan Daerah inj terlebih dahuiu harus mengajukan permohonan
secara tectulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

{23 Dalam permghonan tersebut harus menyebutkan tujuan pemotengan ataw penebang-
an pohon, lokasi pohon dan jumlah pokon yang akan ditebang dari keterangan lain-
nya yang dipandang periu;

{3} |jin etas permohonsn pemotongan aiau penebangan pohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} pasal ini, hanya diberikan dalam hal pemgtongan alau penebangan
pohon tersebut sangat diperiukan atau untuk Kepentingan umurm.

BAB il
BEAYA GANTI RUGH
Pasal &

Atas pemberian ijin sehagaimana dimaksud dalarm passl 4 Peraturan Daerab im, kepads
vang bersangkutan dikenakan biaya ganti rugi yang besarnya ditetapkan berdasarkan jumiash
M3 kayu yang dipatong atau ditebang.

Pasail 6

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal B Peraturan Daerah ini, diletapkan se-
besar Rp. 30.000,00 (tigapuiuh ribu rupian) setiap M3 kayu, dengan ketentuan untuk 1
(satu} pohon dihitung minimal 0.5 {setengahl M3

Pasal 7

Hasil pungutlan ganti rugi tersebut pada pasal 6 Peraturan Oaerah ini, disetor kepada
k.as Pemarintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN FIDANA
Pasul 8

Berang sizpa karena kesalahannya mengakibatkan russknya pohan-pabon ateu mels-
kukan pelanggaran terhadsp ketentusa-ketentuan tersebut dalam pasal 3 dan 4 Peraturan
Daerah ink diancam dengan pidana kKurungan “selama-lamanya 6 lenam! bulan atau danda.
setinggi-tingginya Ap, 50.000.00 (limapuluk ribu rupiah).
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BAB V
KETENTUAN PEMUTLUP
Pasal 9

{1} Dengan ditetapkannya Pgraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah
segala keterntuan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah imi:
{2y  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangan-
fya.
Surabaya, 3 Januari 1978
Walikotamadya Kepala Daerah

Dewan Perwa¥ilan Rakyat Daerah
Kotamadya Dzerah Tingkat |1 Surabaya

Ketua, Tingkat i1 Surabaya
trd. td.
EDDY SOETRISND SQEPARND

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timu
-tanggal 26 Mei 1979 Nomor HK /BB, 7%,

A.n, Gubernur Kepalz Daerah Tingkat |
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
rud.

TRIMARJONG, 5H

Diundangkan dalamm Lermbaran Daerah Kotamadya Daerab Tingkat (1 Surabaya tahun
1979 Seri B tanggal 14 Agustis 1979 Nomor 5/8.

Salinan sesuai dengan  aslinya
An. Sekretaris Wilayah,/Oaerah
Kepala Bagian Hukum

An. Walikotarmedya Kepala Daerah
Tingkat (1 Surabaya
Sekretaris Wilayah/Ogzarah

tid. 1.

TEGOEH SOEJONO, SH MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH

Mip. 510028744 Nip. S10023623
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PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT It SURABAYA
NOMOR : 2 TAHUN 191

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PEMOTONGAN FOHON YANG DIKUASA|I OLEH
PEMERINTAH KOTAMAD YA DAERAH TINGKAT || SURABAYA

PEMJELASAN LIMUM

Sejalan dengan kemajuan-kemajuan/perkambangan kota Surabaya sebagai kota yanp
diarshkan menjadi kata INDAMARDI perlu dilaksanakan ketzntuan-ketentuan yang talsh
dibuat mengenai peraturan keseimbangan perkembangan ciri-ciry kota tersebut sehingga da-
pat berjalan seczra seimbang sehingga tujuan untuk menjadikan keta Surabaya sebagai kote
tertib, bersih, indah dengan ciri-giri tersebut di atas dapat diwujudkan.

Perkembangan industri dan jumlah kendarazn bermotar yang makin 1lama makin bar-
tambah besar, jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah besar serta perkem.
bangan taktor-faktor lain mendorong kita untuk mengadskan langkah-langkah yang dapat
mengurangi timbulnya palusi sebagai akibat perkembangan industri, meningkatnya jumlsh
kendaraan bermotar dan faktar-fektor tersebut di atas.

Polush terutama polusi udara sangat besar pengaruhnya terhadap tercapai atau tidek-
nya pehigembangan kota ke arah tujuan tersebut o atas karena polusi udara mempunysi
pengaruh yang sangat negatif terhadap Kesehatan warga kota, oleh karena ity harus dicageh,

Szlab fatu useha yang sangal penting yang harus ditakukan adalah pemeliharaan po
hon-pohon yang telah zda serta penambahan atau penanaman pohon-pohon ftanaman-te-
namen karu karena pohon-pohon dalam proses asimilasinga memprodusic oksigen sabagai
bzhan yang sangat diperlukan oleh manusia dan sekatigus manetralisir polusi udara yang ter-
jadi sebagai akibat perkembangan tersebut di atas.

Di samping itu dengan pohon-pohon yang hijau dan segar apalagi dengan bunga-bunga-

nya membuat sasana kota mejadi bertambah segar dan sekaligus mengurangi kesan gersang
sohagsi akibat Kursngriya tanah-tanah kosong yang dapar ditumbuhi ramput-rumput dan
turnbubi-tumbuban.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemeliharaan pohon-pohon di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat i1 Surabaya serta larzngan terhadap pengrusakan maupun penabangn
sebagai suata usaha untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang tertib, bersih, indah
dan sehat.

Penabangan pohon ditraksud hanya dapat dilakukan setelsh yang bersangkutan men:
dapatkan ijin dengan syarat-syarat serta kewajiban terteniy,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Paswal 1 sarmpal dengaa pasal 3 0 Cukup jelas



Pasal 4

Pasz| 5 dan patal §
Pasal 7

Pazal & dan pasal
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Permahonan ijin untuk mengadakan pemotongan atau penebangan
tersebut hanya diberikan dalam hal-hal khusus misalnya apabila
pohen yang bersangkutan membahayakan keselamatan umum -
bagai contoh parebangan yeng harus dilakukan oleh Perusahaan Lis-
trik MNegara karera dalam hybungannya dengan tegangan dan jaring-
an listrik tegargan tinggi; penebangan atau pemotoman karena per-
lbasan atau pembBangunan yang menurul perancanaar yang talah ch-
sahkan menyebabkan terkenanya pohon yang bersangk wtan,

Cukup j2las,

Clitetapkan ketentuan retribusi minimal 0,5 (setengah} M3 untuk
1 isatul batang pohon dimaksudkan sebagai biays penggantian ta-
naman mulal dari saat pembibitan/pemeliharaan sampai dengan di-
tanamnya pohan tersebut,

Cukup jelss.
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